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TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA
KEUANGANNON BANK

A. Lembaga Keuangan Non Bank

Sejarah mencatat bahwa asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah
pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini
berkembang ke Asia Barat oleh pedagang. Perkembangan perbankan di Asia,
Afrika dan Amerika dibawa oleh Bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan
ke negara jajahannya baik di Asia, Afrika maupun benua Amerika.

Harus diakui jika saat ini perkembangan aktivitas kehidupan manusia di
muka bumi ini sangat tidak bisa dikesampingkan dengan perbankan. Artinya
kebutuhan lembaga perbankan dan sejenisnya sangat membantu memberi
kemudahan dalam mempercepat berbagai urusan, dan publik telah percaya jika
bank dan lembaga keuangan lainnya dianggap sebagai salah satu alternatif solusi.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf
hidup rakyat banyak. Sedangkan perbankan adalah segala sesuatu yang
menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan
proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Sedangkan definisi yang lain, bahwa bank adalah suatu lembaga atau
orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan

uang dari dan kepada pihak ketiga. Dan bank dalam arti luas adalah orang atau
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lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak
ketiga.™

Perkembangan LKM di Indonesia dimulai sejak lebih dari satu abad yang
lalu, diawali dengan pendirian Bank Priyai Purwokerto oleh Raden Aria
Wirjaatmadja pada bulan Desember 1895. Bank ini didirikan untuk memenuhi
kebutuhan pegawai pemerintah daerah di Purwokerto, Jawa Tengah. Modal awal
dikumpulkan dari orang-orang pribumi dan Eropa di Purwokerto oleh pejabat
pemerintah Belanda. Tujuan utama pendiriannya adalah untuk membebaskan
pegawai pemerintah daerah (pribumi Indonesia) dari cengkeraman para rentenir,
dan untuk memelihara semangat persaudaraan dan solidaritas di antara penduduk
perkotaan. Bank tersebut memberikan pinjaman pada anggota-anggotanya dan
memobilitas dana melalui simpanan dan iuran anggota.*®

Pada akhir abad ke 19, pemerintah Belanda membentuk bank desa dan
lumbung desa di Jawa dan Madura dengan maksud untuk membebaskan para
petani kecil dari cengkeraman rentenir dan untuk menjamin agar penduduk desa
memiliki cadangan beras hingga musim panen berikutnya. Bank-bank tersebut
dimiliki dan dikelola oleh desa. Pada Tahun 1929, Pemerintah Kolonial Belanda
secara resmi mengakui keberadaan mereka melalui undang-undang lembaga
perkreditan desa, yang dikenal dengan Badan Kredit Desa (BKD). Perkembangan
lembaga tersebut mencapai puncaknya ketika dibentuk Bank Rakyat Indonesia
(BRI) pada tanggal 19 Pebruari 1934. BRI banyak berkonsultasi dengan lembaga

keuangan yakni dalam merancang pinjaman KUPEDES dan produk simpanan

"Irham Fahmi, Ibid, h.2
'®Lincolin Arsyad, Lembaga Keuangan Mikro, (Yogyakarta: Andi, 2008),h.72
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SIMPEDES. Sukses LKM di dunia sebagai acuan atau eksperimen bagi BRI
dalam mengembangkan produk dan usahanya.’

Perkembangan LKM pada zaman kemerdekaan, yang dimulai dari zaman
orde lama, orde baru, dan era reformasi menunjukkan peningkatan yang cukup
baik dalam memberikan pelayanan keuangan kepada masyarakat. Pada zaman
Soeharto lahir Bank Pembangunan Daerah (BPD), kemudian juga didirikan
Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP). BRI dijadikan lembaga yang
mendistribusikan kredit bersubsidi untuk produk beras, dan KUD (koperasi Unit
Desa).

Berdasarkan uraian di atas, bahwa Indonesia telah memiliki tradisi panjang
mengenai LKM. Tradisi tersebut telah dikembangkan sejak zaman penjajahan dan
menjadi lebih hidup selama pemerintahan Soeharto. Pengembangan LKM
terutama ditujukan untuk membantu orang-orang berpenghasilan rendah, baik di
daerah pedesaan dan perkotaan, untuk memperoleh akses terhadap kredit yang
lebih baik dari lembaga-lembaga keuangan. Akses ini akan membantu orang-
orang berpenghasilan rendah untuk mengembangkan kewirausahaan mereka dan
kegiatan-kegiatan yang dapat menghasilkan uang, terutama untuk wirausahawan
skala kecil dan untuk membesarkan orang-orang miskin dari cengkraman para

rentenir.

B. Pengertian Lembaga Keuangan
Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama

berbentuk aset keuangan atau tagihan, dibandingkan dengan aset non keuangan.

Y1bid, h.73
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Lembaga keuangan terutama memberikan kredit dan menanamkan dananya dalam
surat-surat berharga. Di samping itu, lembaga keuangan juga menawarkan secara
luas berbagai jenis jasa keuangan antara lain, simpanan, kredit, proteksi asuransi,
program pensiun, penyediaan mekanisme pembayaran, dan mekanisme transfer
dana. Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi
modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan.®®

Dengan kata lain lembaga keuangan adalah sebagai semua badan yang
kegiatannya dalam bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran
dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.*®

Tidak dapat dipungkiri jika saat ini peran bank dan lembaga bukan bank,
begitu dirasakan manfaatnya. Masyarakat sebagai pengguna jasa mereka bisa
melihat jika seandainya bank dan lembaga keuangan bank tidak bisa menjalankan
peran dan fungsinya dengan baik maka memungkinkan terjadi kepanikan. Oleh
karena peran mereka telah dianggap sangat sistematis dan urgen.?

Bank dan lembaga keuangan bukan bank mempunyai peran yang penting
dalam sistem keuangan, yaitu:

1. Pengalihan aset, dalam hal ini bank dan lembaga keuangan bukan bank
telah berperan sebagai pengalih aset yang likuid dari unit surplus kepada

unit defisit.

®Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Kebijakan Moneter dan Perbankan,
(Jakarta: Fakultas Ekonomi Ul, 2005), h.4

“Ibid.

2|rham Fahmi, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi, (Bandung:
Alfabeta, 2014), h.6
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2. Transaksi, bank dan lembaga bukan bank memberikan berbagai
kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan
jasa.

3. Likuiditas, yaitu unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya
dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan
sebagainya. Produk-produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat
likuiditas yang berbeda-beda.

4. Efisiensi, yaitu bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat
menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan.?

Lembaga Keuangan Mikro/Non Bank menghimpun dana secara tidak
langsung dari masyarakat melalui surat berharga, dan bisa juga dari penyertaan,
pinjaman/kredit dari lembaga lain.

Sedangkan penyaluran dana lembaga keuangan non bank adalah:

1. Untuk tujuan investasi.

2. Diberikan kepada badan usaha.

3. Untuk jangka waktu menengah dan panjang.?

Dalam perkembangannya, penyaluran dana lembaga keuangan bukan bank
juga untuk tujuan modal kerja dan konsumsi tidak kalah intensifnya dengan tujuan
investasi. Hal yang sama dapat dilihat pada pihak yang menerima penyaluran
dana. Penyaluran dana lembaga keuangan bukan bank dalam kenyataanya juga

tidak hanya kepada badan usaha saja, melainkan juga kepada individu. Penyaluran

PARTAS
Ibid.
ZTotok Budisantoso, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, ( Jakarta: Salemba Empat,
2014), h.5
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tersebut juga tidak hanya untuk jangka menengah dan panjang saja, tetapi juga
untuk jangka pendek.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, menyatakan bahwa
lembaga keuangan bank terdiri atas bank umum dan bank perkreditan rakyat.
Bank umum dan bank perkreditan rakyat dapat memilih untuk melaksanakan
kegiatan usahanya atas dasar prinsip bank konvensional atau bank berdasarkan
prinsip syariah. Jenis lembaga keuangan bukan bank lebih bervariasi. Lembaga
keuangan bukan bank dapat berupa lembaga pembiayaan (perusahaan sewa guna
usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan jasa anjak piutang, perusahaan
pembiayaan konsumen, perusahaan kartu kredit, perusahaan perdagangan surat
berharga), usaha perasuransian, dana pensiun, pegadaian, pasar modal, dan lain-
lain.?®

Lembaga keuangan mikro adalah sebagai penyediaan payanan keuangan
untuk masyarakat berpendapatan rendah, termasuk pedagang kecil, pedagang kaki
lima, petani kecil, penjual jasa (penata rambut, penarik becak), tukang dan
produsen kecil. Kelompok pekerja ini sering disebut sebagai usaha mikro dan
kecil (UKM).?*

Definisi yang lain menyatakan bahwa lembaga keuangan mikro sebagai
penyediaan jasa-jasa keuangan dalam ragam yang luas seperti tabungan,

pinjaman, jasa pembayaran, pengiriman uang dan asuransi untuk rumah tanggan

23 i
Ibid.
*Lincolin Arsyad, Lembaga Keuangan Mikro, (Yogyakarta: Andi, 2008), h.8
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miskin dan berpenghasilan rendah dan usaha-usaha mikro lainnya.”® Peran
lembaga keuangan mikro sangat penting dalam rangka memberikan pelayanan

jasa keuangan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah.

C. Asas-Asas Perjanjian

Dalam pasal 1313 KUH perdata disebutkan, bahwa suatu persetujuan
adalah suatu perbuatan denagn mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang atau lebih.?®

Di sini dapat dipahami bahwa kontrak atau perjanjian, merupakan
perbuatan hukum dimana dua pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan
sesuatu hal, yang merupakan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dan semua
persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka
yang membuatnya.

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan
sepakat kedua belah pihak. Atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang
dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan
iktikad baik.

Dalam ilmu hukum, dikenal beberapa asas hukum terhadap suatu kontrak,
yaitu sebagai berikut:

a. Asas kontrak sebagai hukum mengatur, merupakan peraturan-peraturan
hukum yang berlaku bagi subjek hukum. Dalam hal ini para pihak dalam

suatu kontrak.

*|bid, h.24
% pystaka Mahardika, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Pustaka Mahardika),
h.297
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b. Asas kebebasan kontrak, hal ini merupakan konsekuensi dari berlakunya
asas kontrak sebagai hukum yang mengatur. Dalam suatu kontrak para
pihak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak.
Demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut.

c. Asas Fakta Sun Servanda, adalah janji itu mengikat, bahwa suatu kontrak
dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara
penuh sesuai isi kontrak tersebut.

d. Asas konsensual, bahwa jika suatu kontrak sudah dibuat, maka dia telah
sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan
tertulispun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis
kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan untuk tertulis.

e. Asas obligatoir, yaitu jika suatu kontrak sudah dibuat, maka para pihak
telah terikat, tetapi keterikatan itu hanya sebatas timbulnya hak dan
kewajiban semata.?’

Asas-asas tersebut di atas merupakan asas yang timbul sebagai akibat dari
terjadinya suatu kontrak atau perjanjian. Dalam suatu kontrak asas tersebut secara
tidak langsung pasti muncul karena hakekat dari suatu kontrak adalah timbulnya
hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu maka semua asas
tersebut diatas muncul sebagai akibat dari terjadinya suatu kontrak atau perjanjian.

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian membawa konsekuensi bahwa seluruh

harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan hukum, akan

2" Munir Fuady, pengantar hukum bisnis, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h.13
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dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan atau kontrak orang
perorangan dan atau badan hukum.

Berlakunya asas kebebasan berkontrak tersebut dijamin oleh Pasal 1338
KUH Perdata, yang menentukan bahwa ‘’setiap perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya’. Jadi semua
perjanjian atau seluruh isi perjanjian, asalkan pembuatnya memenuhi syarat,
berlaku bagi para pembuatnya, sama seperti perundang-undangan. Pihak-pihak
bebas untuk membuat perjanjian apa saja dan menuangkan apa saja di dalam isi
sebuah kontrak.

Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian lahir pada saat terjadinya
kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih ada hal
lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana
diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kesepakatan para pihak
merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini
dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah
adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, untuk mengadakan kontrak
para pihak harus cakap. Seorang oleh hukum dianggap cakap untuk
melakukan kontrak jika orang tersebut sudah berumur 21 tahun keatas,
namun sebaliknya seseorang dianggap tidak cakap untuk melakukan
kontrak orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah

kawin sebelum cukup 21 tahun.
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c. Suatu hal tertentu, dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan
ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang
maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu
ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian
atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.
d. Suatu sebab yang halal, maksudnya disini adalah bahwa kontrak ini
tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.?®
Dari syarat-syarat kontrak atau perjanjian tersebut dapat diketahui, bahwa
segala sesuatunya yang diperjanjikan dalam suatu kontrak haruslah sesuatu yang
jelas dan halnya tertentu. Sehingga dalam pelaksanaannya ada pedoman atau
patokan agar tidak terjadi kesalahpahaman kedua belah pihak yang berjanji. Oleh
karena itu segala sesuatunya harus diperhatikan sesuai dengan prosedur yang
berlaku.

Dari unsur-unsur subjek dan objektif dalam suatu perjanjian tersebut,
maka kesemua unsur tersebut harus terpenuhi, apabila salah satu saja tidak
terpenuhi maka suatu perjanjian akan menjadi pincang dan tidak sesuai dengan

kehendak dari kedua belah pihak.

D. Bentuk-bentuk Perjanjian

Bentuk kontrak/perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu
tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak
dalam bentuk tertulis, sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat

oleh para pihak dalam wujud lisan (kesepakatan para pihak).

%8 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta: PT. RajaGrafindo
Pesada,2010), h.13
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Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, yaitu sebagai berikut

1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang
bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam
perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga.
Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal oleh pihak ketiga maka
para pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian itu berkewajiban
mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa
keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat
dibenarkan.

2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak.
Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk
melegalisir kebeneran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian
tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian.
Namun, pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan
penyangkalannya.

3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta
notaris. Akta notaris adalah akta yang dibuat dihadapan dan dimuka
pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang itu adalah
notaris, camat, PPAT dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat
bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak

ketiga.?

2 galim H.S, Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta:Sinar
Grafika,2010),h.43
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E. Wanprestai
Wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu:
1. Keadaan memaksa ( overmach / force mejeur)
2. Karena kesalahan debitur, baik disengaja maupun lalai.

Overmach adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-
duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan
prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat
dipersalahkan kepadanya.

Overmacht di bagi dua yaitu:

1. Overmacht mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat
dilaksanakan oleh siapapun.

2. Overmacht yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih
dimungkinkan, hanya memerlukan pengorbanan dari debitur.

Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbilkan akibat yang
berbeda, dimana akibat adanya kesengajaan, sidebitur harus lebih banyak
menganti kerugian dari pada akibat kelalaian.

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu
perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering juga tidak dijanjikan dengan
tepat, kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan, dalam
hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu,
akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak

pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.
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Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang
memberikan sesuatu, apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian, maka
menurut Pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi
dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditetnukan mengenai
batas waktunya maka untuk menyatakan seorang debitur melakukan wanprestasi,
diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur.

Surat peringatan yang menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi
disebut dengan somasi. Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari
kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan kreditur menghendaki pemenuhan
prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam
pemberitahuan itu.

Dari ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata dapat dikatakan bahwa debitur
dinyatakan apabila sudah ada somasi ( in grebeke stelling). Somasi itu semacam
bentuk, seperti menurut Pasal 1238 KUH Perdata adalah:

1. Surat perintah

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk

penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara

lisan kepada debitur kapan selambat-selambatnya dia harus berprestasi.

Hal ini biasa disebut ’exploit juru sita’’

2. Akta sejenis

Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris
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3. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri
Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat
adanya wanprestasi.

Suatu somasi atau teguran terhadap debitur yang malalaikan kewajibannya
dapat dilakukan secara lisan dan tertulis. Sebaiknya dilakukan secara tertulis guna
mempermudah pembuktian dihadapan hakim apabila masalah tersebut sampai
berlanjut kepengadilan. Dalam keadaan tertentu somasi tidak terlalu dilakukan,
apabila debitur telah mengakui kesalahannya.

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi
apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan debitur dalam disesalkan.

2. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu
orang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun
dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga
keadaan demikian akan timbul.

3. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya
bukan orang gila atau lemah ingatan.*®
Menurut munir fuady, praktek dari aplikasi ganti rugi akibat adannya

wanprestasi dari suatu kontrak dilaksanakan dalam berbagai kemungkinan,
dimana yang dimintakan oleh pihak yang dirugikan adalah hal-hal sebagai
berikut:

1. Ganti rugi saja.

% Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, Hukum Acara Perdata Indonesia Dalam Teori dan
Praktek, (Yogyakarta: Liberty, 1981), h.15
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2. Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi.

3. Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi.

4. Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi.

5. Pembatalan kontrak dengan ganti rugi.*

Akibat adannya wanprestasi ada 4 (empat), yaitu:

1. Perikatan tetap ada.

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur untuk pelaksanaan prestasi

apabila ia terlambat memenubhi prestasi.

2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada debitur.

3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul
setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan
besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk
berpegang pada keadaan memaksa.

4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat
membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan
mengunakan Pasal 1266 KUH Perdata.*

Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi dapat juga disebabkan karena
keadaan memaksa (force majour). Keadaan memaksa yaitu salah satu alasan
pembenar untuk membebaskan seseorang dari kewajiban untuk menganti kerugian
(Pasal 1244 dan Pasal 1445 KUH Perdata).

Menurut undang-undang ada tiga hal yang harus dipenuhi untuk adannya

keadaan memaksa, yaitu:

*'Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h. 30
%2 Salim H.S, Hukum Kontrak Toeri & Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2009), h. 98



29

a. Tidak memenuhi prestasi.

b. Ada sebab yang terletak diluar kesehatan debitur.

c. Faktor penyebab itu tidak terduga sebelumnya dan tidak dapat

dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Pasal 1244 KUH Perdata berbunyi: ‘’jika ada alasan untuk itu, si
berhutang harus dihukum menganti biaya, rugi dan bunga, apabila ia tidak dapat
membuktikan bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat
dilaksanakannya perjanjian itu, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padannya,

kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.*

% Ahmadi Miru, Op Cit, h.13



